PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA KELUTAN

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DESA KELUTAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KELUTAN,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomqr
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Perat)uran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu.n
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran N.egara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usyl dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman l.:’enetapan Dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Me.nteri.Desa, Pembangunan Daerah Tertin al
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
Musyawarah Desa;

Peraturan Menter_‘i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07/2022
tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa

tentang
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 'I‘ahu'n
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Desa Kelutan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Lembaran Desa Kelutan Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Desa Kelutan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2023 (Lembaran Desa Kelutan Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELUTAN

dan
KEPALA DESA KELUTAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA KELUTAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa

2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan Desa

(APB Desa) Tahun Anggaran

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 130.006.000

b. Transfer Rp. 1.850.869.853

c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp. 3.061.368

Jumlah Pendapatan Rp. 1.983.937.221

Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Rp. 744.376.570
Pemerintahan Desa

- Bidang Pembangunan Rp. 973.342.394

- Bidang Pembinaan Rp. 81.622.677
Kemasyarakatan

- Bidang Pemberdayaan Rp. 75.000.000
Masyarakat

- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 100.800.000

Darurat, dan Mendesak Desa

Total Belanja Rp. 1.975.141.641
Surplus/(Defisit) Rp. 8.795.580
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Rp. 47.434.394
b. Pengeluaran Rp. 7.000.000
c. Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 40.434.394

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

a. Lampiran I
b. Lampiran Il

c. Lampiran III

Laporan Keuangan,;

Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01
Januari - 31 Desember Tahun Anggaran
2023;

Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Kelutan

Ditetapkan di Desa Kelutan
pada tanggal 31 Januari 2024

Diundangkan di Desa Kelutan
pada tanggal 31 Januari 2024

LEMBARAN DESA KELUTAN TAHUN 2024 NOMOR 2



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KELUTAN
KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

LEBIH/(KURANG)

URAIAN Ref ANGGARAN REALISAS!
' (Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Ash Desa 130.006.000,00 130.006.000,00 0,00
Pendapatan Transfer 1.853.794.760,00  1.850.860.853,00 2.924.907,00
Dana Desa 1.078.275.000,00  1.078.275.000,00 0,00
65.410.960,00 285.500,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Alokasi Dana Desa

65.696.460,00
439.823.300,00

437.183.893,00

2.639.407,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 1.415.000,00 3.061.368,00 1.646.368,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.985.215.760,00  1,983.937.221,00 1.278.539,00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 752.236.760,00 744.376.570,00 7.860.190,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 984.002.394,00 973.342.394,00 10.660.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 104.127.380,00 81.622.677,00 22.504.703,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 77.173.820,00 75.000.000,00 2.173.820,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 108.109.800,00 100,800.000,00 7.309.800,00
MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 2,025.650.154,00 1.975.141.641,00 50.508.513,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.434.394,00) 8.795.580,00 _(49.229.974,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 47.434.394,00 47.434.394,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 40.434.394,00 40.434.394,00 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN 0,00 49.229.974,00  (49.229.974,00)
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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